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         Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji (1) prosedur pengesahan PT sebagai 
badan hukum, (2) Untuk mengkaji tanggung jawab pendiri PT setelah akta pendirian 
dan anggaran dasar disahkan sebagai badan hukum. 
        Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) data-data 
atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian berasal dari kepustakaan 
baik berupa buku jurnal, literature, buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya yang 
berkaitan dengan permasalahan. Pengumpulan data diperoleh dari bahan hukum 
sekunder. Pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan dalam bentuk 
mencari kebenaran mengenai Tanggungjawab  Pendiri  Perseroan Terbatas Selama 
Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Disahkan Sebagai Badan Hukum.  
           Hasil penelitian, (1) Prosedur pengesahan PT sebagai badan hukum yang 
dimulai pendirian PT melalui mekanisme SABH mencakup (a) permohonan 
pemesanan nama perseroan, (b) pembuatan akta pendirian PT. (c) berdasarkan kuasa 
pendiri kepada Notaris sebagai pemohon, dilakukan pembayaran PNBP pengesahan 
dan BN/TBN. (d) notaris mengisi data PT dan menyampaikan kepada Kemkum dan 
HAM sesuai dengan format SABH secara elektronik. (e) dikeluarkan surat pernyataan 
elektronik tentang kebenaran data PT. (f) penerbitan SK pengesahan badan hukum 
oleh Menteri untuk selanjutnya dicetak sendiri oleh pemohon. (2) Tanggung jawab 
pendiri PT setelah akta pendirian dan anggaran dasar disahkan sebagai badan hukum 
pada dasarnya menyangkut dua hal yakni (a) tanggung jawab korporasi yang 
berbentuk perseroan terbatas yang merupakan subjek hukum berbadan hukum yang 
sering digunakan dalam dunia bisnis, pada prinsipnya pemegang saham 
(pemodal/owners) pada perseroan terbatas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban 
secara pribadi melebihi nilai saham yang ia masukkan dalam perseroan. (b) Tanggung 
jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam 
pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan terbatas sendiri, komunitas setempat, 
dan masyarakat.  
 
 













This study aims to review (1) the procedure of ratification of PT as a legal entity, (2) 
To review the responsibilities of the founder of PT after the deed of establishment and 
the articles of association are ratified as legal entities. 
        This type of research is a library research data or materials needed to complete 
research derived from literature either in the form of journals, literature, books, 
research reports, and so on related to problems. Data collection is obtained from 
secondary legal materials. Normative juridical approach is an approach that is done in 
the form of seeking the truth about the Responsibility of the Founder of a Limited 
Liability Company During the Deed of Establishment and the Articles of Association 
Passed as a Legal Entity.   
        The results of the study, (1) The procedure of ratification of PT as a legal entity 
that begins the establishment of PT through SABH mechanism includes (a) application 
for ordering the name of the company, (b) the creation of a deed of establishment of 
PT. (c) based on the founder's power to notary public as the applicant, pnbp payment 
is made at ratification and BN/TBN. (d) the notary fills in the PT data and submits to 
kemkum and human rights in accordance with SABH format electronically. (e) issued 
an electronic statement about the correctness of PT data. (f) issuance of decree of 
ratification of legal entity by the Minister for further self-printing by the applicant.  . 
(2) The responsibility of the founder of PT after the deed of establishment and the 
articles of association are ratified as legal entities basically concerning two things, 
namely (a) corporate responsibility in the form of a limited liability company which is 
the subject of legal incorporated law that is often used in the business world, in 
principle shareholders (financiers) in limited liability companies cannot be held 
personally liable beyond the value of shares he enters in the company. (b) Social and 
environmental responsibility is the company's commitment to participate in 
sustainable economic development in order to improve the quality of life and 
environment that benefit both the limited liability company itself, the local community, 
and the community.         
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A. Latar Belakang Masalah 
          Sejarah perkembangan Perseroan terbatas di Indonesia bermula dari lahirnya 
De Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang mulai dirintis pada tahun 
1594. Pasca bubarnya VOC, Perusahaan VOC diambil alih oleh Pemerintah Hindia 
Belanda, lalu mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di 
Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848 (Stb. No.23 Tahun 1847). Pemerintah orde baru 
melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas 
pada tanggal 7 Maret 1995 berlanjut dengan diundangkannya Undang-Undang 
No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.1  
          Perkembangan dunia bisnis yang  semakin pesat saat ini, para pengusaha 
membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan 
bertransaksi. Sarana usaha yang paling populer digunakan adalah Perseroan 
terbatas (PT), karena memiliki sifat, ciri khas dan keistimewaan yang tidak dimiliki 
oleh bentuk badan usaha lainnya, yaitu  merupakan bentuk persekutuan yang 
berbadan hukum, merupakan kumpulan modal/saham, memiliki kekayaan yang 
terpisah dari kekayaan para perseronya, pemegang saham memiliki tanggung jawab 
yang terbatas, adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau 
                                                             
1 Syahrullah dan Nasrullah, Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas di Indonesia. Jurnal 






direksi, memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas, serta kekuasaan 
tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).   
            Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilot pembangunan ekonomi nasional 
sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang 
Perseroan Terbatas yang menggantikan peraturan perundang - undangan yang 
berasal dari zaman kolonial, namun dalam perkembangannya ketentuan dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut dipandang tidak lagi memenuhi 
kebutuhan hukum masyarakat dimana keadaan ekonomi, politik, serta kemajuan 
teknologi dan informasi sudah berkembang pesat, khususnya di era globalisasi saat 
ini. Prinsip-prinsip penyelenggaraan usaha yang baik menuntut perlunya 
penyempurnaan atau pembaharuan terhadap Undang - Undang Nomor 1 Tahun 
1995 tentang Perseroan Terbatas, jadi pada tahun 2007 disahkanlah Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-
undang terdahulu, dengan maksud agar lebih sesuai dengan perkembangan hukum 
saat ini agar dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat. 
          Perseroan Terbatas dominan dipergunakan oleh para pelaku usaha untuk 
mengembangkan bisnisnya, disebabkan karena Perseroan Terbatas atau yang lazim 
disingkat PT memiliki beberapa keuntungan yang membuatnya begitu menarik. Di 
Indonesia sendiri bentuk Perseroan Terbatas lebih banyak dipergunakan atau lebih 
disukai.  
           Beberapa alasan kenapa bentuk Perseroan Terbatas lebih disukai antara lain, 
karena Perseroan Terbatas sebagai badan usaha dengan status badan hukum 
mempunyai pertanggungjawaban yang terbatas bagi para pemilik atau pemegang 





mengurus satu perusahaan tertentu, tetapi cukup menyerahkan kepengurusan 
perusahaan sehari-hari kepada para manajer profesional, sedangkan pemegang 
saham atau pemilik saham dapat mengambil posisi sebagai Komisaris atau dalam 
Dewan Komisaris Perseroan yang bersangkutan.2    
          Hakikat Perseroan, di dalam UUPT ini antara lain mengatur tata cara (1) 
pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum, (2) 
pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan anggaran dasar, serta (3) 
penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran 
dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data 
lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi tetap dimungkinkan 
menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.   
         Undang-undang Perseroan Terbatas mewajibkan pengesahan akta pendirian 
suatu PT oleh Menteri Hukum dan Ham sebelum PT tersebut dapat memiliki status 
badan hukum, sebagai suatu subjek yang mandiri dalam hukum, yang memiliki hak-
hak, kewajiban-kewajiban, dan harta kekayaan tersendiri. Saat pengesahan tersebut 
merupakan satu-satunya saat mulai berlakunya sifat kemandirian tersebut.   
         Peningkatan pebangunan ekonomi nasional menempatkan PT sebagai badan 
hukum yang aman dipilih oleh para pelaku usaha. Perseroan Terbatas  atau PT, 
adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan “perjanjian”. Karena merupakan 
“perjanjian” maka ada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut yang artinya 
ada lebih dari satu atau sekurang-kurangnya ada dua orang atau dua pihak dalam 
perjanjian tersebut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-
                                                             
         2 Habib Adjie, Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung jawab sosial Perseroan 





undang Hukum Perdata. “Perjanjian” pendirian perseroan terbatas yang dilakukan 
oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan 
“Akta Pendirian”.  
         Akta Pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan 
kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan 
perseroan terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut yang 
merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan “Anggaran Dasar” perseroan, 
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas atau yang lazim disingkat UUPT bahwa ‘Akta 
pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian 
Perseroan’. Adapun keterangan lain yang dimaksudkan dalam ayat pertama tersebut 
memuat sekurang-kurangnya nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, 
tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat 
kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan sebagainya. 
         Undang-undang Perseroan Terbatas mewajibkan pengesahan akta pendirian 
suatu PT oleh Menteri Hukum dan Ham sebelum PT tersebut dapat memiliki status 
badan hukum, sebagai suatu subjek yang mandiri dalam hukum, yang memiliki hak, 
kewajiban, dan harta kekayaan tersendiri. Saat pengesahan tersebut merupakan 
satu-satunya saat mulai berlakunya sifat kemandirian tersebut.  
          Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah di atas, maka perbedaan 
tanggung jawab pendiri PT sebelum dan sesudah pengesahan anggaran dasar yang 
berbeda, hal ini menarik penulis untuk mengambil judul skripsi  “Tanggungjawab  
Pendiri  Perseroan Terbatas Selama Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Disahkan 





B. Perumusan Masalah 
Masalah penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. 
1. Bagaimanakah prosedur pengesahan PT sebagai badan hukum? 
2. Bagaimanakah tanggung jawab pendiri PT setelah akta pendirian dan anggaran 
dasar disahkan sebagai badan hukum? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Untuk mengkaji prosedur pengesahan PT sebagai badan hukum. 
2. Untuk mengkaji tanggung jawab pendiri PT setelah akta pendirian dan anggaran 
dasar disahkan sebagai badan hukum. 
 
D.  Manfaat Penelitian 
1.  Manfaat Teoritis 
Secara teorotis, penilitian ini diharapkan dapat  mengembangkan ilmu hukum 
perdata, khususnya mengenai pendiri  perseroan terbatas setelah akta pendirian 
dan anggaran dasar disahkan sebagai badan hukum.  
2.  Manfaat Praktis 
        Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman masyarakat 
dalam memahami tanggungjawab pendiri  perseroan terbatas setelah akta 
pendirian dan anggaran dasar disahkan sebagai badan hukum yang 







E. Tinjauan Pustaka 
         Tinjauan pustaka memiliki tujuan utama yakni memberikan informasi kepada 
pembaca bahwa hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian  yang 
akan dilakukan, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada dan 
mengisi celah-celah penelitian yang ada sebelumnya.3 Berikut kajian salah satu 
penelitian terdahulu yang relevan. 
1. A.A Istri Esa Septianingrum Semara Desak,  Putu Dewi Kasih, dan  Ni Putu 
Purwanti mengkaji tentang “Tanggung Jawab Direksi Terhadap Aktivitas 
Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum”., hasil kajiannya 
adalah bahwa sejak sebuah PT berstatus sebagai badan hukum, maka sejak saat 
itulah hukum memperlakukan pemegang saham dan direksi terpisah dari PT itu 
sendiri. Dengan demikian pemegang saham yang tidak mempunyai 
kepentingan dalam kekayaan PT, juga tidak bertanggungjawab atas utang-
utang perusahaannya.4 
2. Nunuk Listyowati e-Jurnal Spirit Pro Patria Volume 1 Nomor 2 31 Desember 
2015 E-ISSN 2443-1532 25 Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Yang 
Belum Berstatus Badan Hukum Nunuk Listyowati Alumni Fakultas Hukum 
Universitas Narotama ABSTRAK Tanggung jawab hukum perseroan terbatas 
yang belum berstatus badan hukuu dalam setiap kegiatannya mempunyai 
akibat hukum bagi yang punya usaha. Akibat hukum sebagai Persoraan 
                                                             
          3 John W Creswell. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. 
Pustaka Pelajar. Yogjakarta. Cetakan I. Tahun 2016. hlm.36 
             4 A.A Semara, DPD Kasih, dan  Ni Putu Purwanti.  Tanggung Jawab Direksi Terhadap Aktivitas 






Terbatas ( PT ) yang belum berstatus badan hukum yaitu a) Tidak ada 
pemisahan antara harta perseroan dengan harta pemilik saham; b) Tanggung 
jawab perseroaan atas kewajiban kepada pihak lain menjadi tanggung jawab 
pemilik saham dan pengurus perseroan; c) Tidak bisa memiliki aset atas nama 
perusahaan; dan Tidak dapat memperoleh perijinan tertentu yang berkaitan 
dengan usaha perseroaan. Untuk tanggung gugat perseroan terbatas yang belum 
menjadi badan hukum berada pada pengurus perseroan secara pribadi. 
Tanggung jawab perseroaan terbatas yang belum mempunyai status badan 
hukum tidak memiliki harta atas nama perusahaan dan tanggung jawab 
perseroan terbatas sampai harta pribadi dan pemegang saham serta para 
pengurus perseroan tersebut. Untuk itu dalam persetujuan pendirian persero 
terbatas dapat dipercepat dalam waktu yang wajar, dan Selama Perseroan 
terbatas tersebut belum berbadan hukum disarankan pengurus tidak 
melaksankan aktifitas transaksi finasial yang beresiko tinggi.5 
3. Raffles mengkaji tentang “Eksistensi Dan Tanggung Jawab Direksi Menurut 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas” hasil 
kajiannya bahwa Direksi adalah organ perseroaan yang bertanggung jawab 
penuh atas pengurusan perseroaan untuk kepentingan dan tujuan perseroan 
serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai 
dengan ketentuan anggaran dasar. Fungsi utama direksi adalah menjalankan 
pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan 
tujuan perseroan. Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan. 
                                                             
5 Nunuk Listyowati, Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas yang Belum Berstatus 





Pengurusan Perseroan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad 
baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota direksi yang dianggap  lalai 
menjalankan tugasnya dituntut pertanggungjawaban secara pribadi atas dasar 
tidak memiliki itikad baik dan atau tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam 
menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.6 
 
 F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
       Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). 
Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelusuri 
data-data yang berasal dari kepustakaan baik berupa buku jurnal, literature, 
buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti yakni mengenai tanggungjawab  pendiri  perseroan 
terbatas selama akta pendirian dan anggaran dasar disahkan sebagai badan 
hukum. 
2. Pendekatan Penelitian 
         Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 
normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan melalui asas-asas dalam 
ketentuan baik masalah perundangan, teori-teori, konsep-konsep serta peraturan 
yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian ini mengguakan pendekatan 
normatif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas 
                                                             
                6 R. Raffles, Eksistensi Dan Tanggung Jawab Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 40 







dan benar mengenai tanggungjawab  pendiri  perseroan terbatas selama akta 
pendirian dan anggaran dasar disahkan sebagai badan hukum. 
3. Sumber Data  
         Dalam penelitian hukum, pada dasarnya dapat dibedakan antara data 
sekunder yang bersifat pribadi dengan data sekunder yang bersifat publik.  
Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder memiliki ciri-ciri 
umum yakni : 
a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready made) 
b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh para peneliti 
terdahulu 
c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan 
tempat.7  
Data sekunder terdiri dari: 
a. Bahan Hukum Primer,  yang meliputi: 
1) UUD 1945 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 
3) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan Notaris 
4) Undang Undang Nomor  40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
5) Program Aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) 
b. Bahan Hukum Sekunder,  yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang 
diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. Bahan 
                                                             





hukum sekunder meliputi: jurnal, literature, buku, laporan penelitian, dan lain 
sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
4. Metode Pengumpulan Data 
       Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data dan 
memperoleh data yang akan diperlukan mengenai tanggungjawab  pendiri  
perseroan terbatas selama akta pendirian dan anggaran dasar belum disahkan 
sebagai badan hukum, selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. 
Teknik pengumpulan data antara lain studi kepustakaan dan wawancara. Data 
yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya 
merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah 
data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian secara logis dan 
sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian 
masalah, kemudian ditarik kesimpulan, yaitu hal-hal yang bersifat khusus. 
5. Metode Analisis Data 
        Hal yang penting dalam penelitian setelah data terkumpul adalah teknik 
analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 
data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.8        
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Kualitatif 
artinya data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa kata-kata (bukan 
angka), gambar, rekaman identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan 
diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. 
                                                             






G. Sistematika Penulisan 
        Sistematika penulisan penelitian ini direncanakan terdiri dari empat bab 
sebagai berikut.   
Bab I  Pendahuluan, yang meliputi tentang (a) latar belakang, (b) rumusan masalah,   
(c) tujuan   penelitian,   (d) manfaat   penelitian,   (e) tinjauan pustaka, (f) 
metode penelitian, dan (g) sistematika penulisan.  
Bab II Tinjauan Pustaka, berisi tentang (a) perseroan terbatas, (b) status badan 
hukum perseroan terbatas 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, membahas mengenai (a) proses dan 
syarat pendirian perseroan terbatas (PT), (b) tanggungjawab  pendiri  
perseroan terbatas selama akta pendirian dan anggaran dasar belum 
disahkan sebagai badan hukum (c) pembahasan. 


















A. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas (PT) 
1. Tanggung Jawab Hukum 
        Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan 
wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul 
tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan 
menanggung akibatnya. Tanggung jawab Hukum adalah kesadaran manusia 
akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. 
Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan 
kewajibannya.  
          Tanggung jawab hukum dipahami sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari 
pelaksaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun 
kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban 
untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu tidak 
menyimpang dari pertaturan yang telah ada.9 Tanggung jawab hukum bersumber 
atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang 
untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut 
ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yangn 
dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada 
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dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula 
dengan pelaksanaan kekuasaan.  
          Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab 
seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum 
memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. 
Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan 
dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut 
bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-
ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari 
perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti 
rugi kepada pihak yang dirugikan. 
           Menurut pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan 
perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang 
dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian 
bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari perbuatan melawan 
hukum, yaitu (a) perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, (b) perbuatan 
melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian), 
(c) perbuatan melawan hukum karena kelalaian. 
          Model tanggung jawab hukum antara lain : 
a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) 
sebagaimanapun terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: “tiap-tiap 
perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, 
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 





b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana 
terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata yaitu: “setiap orang 
bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, 
tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-
hatinya. 
c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dala pasal 
1367 KUHPerdata yaitu: 
1) Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan 
karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugain yang disebabkan 
karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau 
disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. 
2) Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan 
oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap 
siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali. 
3) Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk 
mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang 
kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan 
mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini 
dipakainya. 
          Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdata 
melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasti. Diawali 
dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam 
hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar 





dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas 
dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan 
wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan 
melawan hukum didasarkan adanya hubugan hukum, hak dan kewajiban yang 
bersumber pada hukum.  
Dalam kontek tanggung jawab social, maka tanggung jawab sosial 
didefinisikan oleh berbagai ahli dan komunitas. Howard Bowen dalam 
tulisannya Social Responsibility of the Businessmen tahun 1953 (Harper and 
Row, New York): “CSR mengacu kewajiban pelaku bisnis untuk membuat dan 
melaksanakan kebijakan, keputusan, dan pelbagai tindakan yang harus 
mengikuti tujuan dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Konsep CSR 
(Corporate Social Responsibility) mengandung makna, perusahaan atau pelaku 
bisnis umumnya memiliki tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab legal, 
ekonomi, etis, dan lingkungan. merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh 
dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan 
ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan 
peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya demikian pula 
masyarakat lokal dan masyarakat secara luas10 
2. Pengertian PT 
Kata “perseroan“ menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero 
(saham). Sedangkan kata “terbatas“ menunjuk kepada tanggung jawab 
pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian 
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dan dimilikinya.11 Jadi perseroan terbatas adalah salah satu bentuk organisasi 
usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang 
Indonesia dimana pemegang saham bertanggung jawab sebatas nilai nominal 
saham yang diambil dan dimilikinya. 
Terhadap Perseroan Terbatas ini dalam beberapa bahasa disebut sebagai 
berikut:12 Dalam bahasa Inggris disebut dengan limited (Ltd ) Company, atau 
Limited Liability Company, ataupun Limited Corporation. Dalam bahasa 
Belanda disebut dengan Naam Looze Vennotschap atau disingkat NV. Dalam 
bahasa Jerman disebut dengan Gesellschaft mit Bescchanrker Haftung. Dalam 
bahasa Spanyol disebut dengan Sociedad De Responsabilidad Limitada. 
Menurut Abdulkadir Muhammad, Perseroan Terbatas adalah perusahaan 
akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham dan tanggung jawab sekutu 
pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. Perseroan 
Terbatas adalah perusahaan badan hukum.13  
Bentuk Perseroan Terbatas atau PT merupakan bentuk yang lazim dan 
banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia karena PT merupakan asosiasi 
modal dan badan hukum yang mandiri.14  Menurut Undang-Undang Perseroan 
Terbatas dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa : “Perseroan Terbatas, yang 
selanjutnya disebut dengan Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan 
persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan 
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi 
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persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan 
pelaksanaannya.   
Bedasarkan batasan yang diberikan tersebut di atas ada lima unsur 
Perseroan Terbatas yaitu:15 (1) perseroan terbatas merupakan suatu badan 
hukum; (2) Didirikan berdasarkan perjanjian; (3) Menjalankan usaha tertentu; 
(4) Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham; (5) Memenuhi 
persyaratan Undang – Undang. 
a. Perseroan Terbatas Merupakan suatu Badan Hukum  
         Perseroan Terbatas merupakan badan hukum, yang berarti Perseroan 
Terbatas adalah subjek hukum dimana Perseroan Terbatas sebagai  suatu 
badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada 
umumnya. Undang-Undang yang telah memberikan perseroan sebagai badan 
hukum atau “persona standi in judicio” telah membuat keberadaan perseroan 
sebagai subyek hukum mandiri yang berarti hukum memberikan padanya hak 
dan kewajiban sebagaimana yang dimiliki manusia. Artinya, perseroan itu 
dapat mempunyai harta kekayaan sendiri, hak-hak dan melakukan perbuatan 
serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.16 Oleh karena itu sebagai badan 
hukum, Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari 
kekayaan pengurusnya.  
         Dengan adanya kedudukan mandiri dari perseroan itu, bila terjadi 
pergantian Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris, maka tidak membuat 
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perseroan berubah dari kieberadaannya sebagai “persona standi in judicio.17 
Dalam melakukan kegiatan yang dilihat bukan perbuatan pengurusnya tetapi 
yang harus diperhatikan adalah perseroannya, karena yang bertanggung 
jawab adalah perseroan.18  
             Mengenai definisinya, badan hukum atau legal entity atau legal person 
dalam Black’s Law Dictionary dinyatakan sebagai a body, other than a 
natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions 
through agents19. Sementara dalam kamus hukum versi Bahasa Indonesia, 
badan hukum diartikan dengan organisasi, perkumpulan atau paguyuban 
lainnya di mana pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum 
diperlakukan sebagai persona atau sebagai orang.20 Sedangkan badan hukum 
itu oleh beberapa para ahli hukum sebagaimana yang telah dikemukakan oleh 
Chidir Ali antara lain memberikan batasan sebagai berikut :21   
1) E. Utrecht : Badan hukum ialah badan yang menurut hukum berkuasa 
(berwenang)  menjadi pendukung hak. 
2) R.Subekti :  “Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang 
dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang 
manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat 
di depan hakim”.  
3) Meyers : “Badan Hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi 
pendukung hak dan kewajiban  
4) Wirjono Prodjodikoro : “Badan Hukum adalah badan yang di samping 
manusia perseorangan juga dapat dianggap bertindak dalam hukum dan 
yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan 
hukum terhadap orang lain atau badan lain”. 
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Badan hukum mempunyai karakteristik yaitu :22  
b. Memiliki kekayaan yang terpisah 
        Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban sama seperti 
manusia pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban, dia dapat 
mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain. Untuk itu dia memiliki 
kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya, 
segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya itu. 
Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutupi kewajibannya, itupun 
tidak dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya guna 
menghindarkannya dari kebangkrutan atau likuidasi. Kendatipun mendapat 
pinjaman dana dari pengurus atau pendirinya atau jika BUMN mendapat 
suntikan dana dari Negara, pinjaman atau suntikan dana itu tetap dihitung 
sebagai hutang badan hukum itu. Dalam anggaran dasar biasanya ditentukan 
jumlah kekayaan badan hukum. Dalam hubungan bisnis dengan pihak ketiga, 
badan hukum itu bertindak sendiri untuk kepentingannya sendiri yang 
diwakili oleh pengurusnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. 
Apabila mendapat keuntungan maka keuntungan itu menjadi kekayaan milik 
badan hukum itu. Sebaliknya, apabila menderita kerugian, maka kerugian itu 
ditanggung sendiri oleh badan hukum dari kekayaan yang dimilikinya. 
c. Mendapat pengesahan dari Menteri 
         Badan hukum harus mendapat pengesahan secara resmi dari Menteri. 
Bagi badan hukum PT, anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri Kehakiman 
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(Pasal 7 ayat ( 6 ) UU No. 1 Tahun 1995 yang saat ini diatur di dalam Pasal 9 
– 10 UU No. 40 Tahun 2007). Bagi badan hukum koperasi anggaran dasarnya 
disahkan oleh Menteri Koperasi ( Pasal 10 ayat ( 2 ) UU No. 25 Tahun 1992). 
Bagi badan hukum Perum anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri 
Keuangan ( UU No. 19 Tahun 1960 ), dan bagi badan hukum Perusahaan 
Perseroan ( Persero ) anggaran dasarnya juga disahkan oleh Menteri 
Keuangan ( PP No. 12 Tahun 1969 ) yang mewakili negara sebagai pemilik 
modal.   
          Pengesahan oleh Menteri merupakan pembenaran bahwa anggaran 
dasar badan hukum yang bersangkutan tidak dilarang UU, tidak bertentangan 
dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Di samping itu pengesahan juga 
menentukan bahwa sejak tanggal pengesahan itu diberikan, maka sejak itu 
pula badan usaha yang bersangkutan memperoleh status badan hukum dan 
dengan demikian memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta 
kekayaan pribadi pengurus atau pendirinya. 
d. Direksi sebagai wakil dari badan hukum dalam menjalankan perusahaan 
Badan hukum merupakan subjek hukum buatan manusia berdasarkan hukum 
yang berlaku. Agar dapat berbuat hukum diurus oleh pengurus yang 
ditetapkan dalam anggaran dasarnya, sebagai yang berwenang mewakili 
badan hukum. Artinya perbuatan pengurus adalah perbuatan badan hukum. 
Perbuatan pengurus tersebut selalu mengatasnamakan  badan hukum,  bukan 
atas nama pribadi pengurus. Segala kewajiban yang timbul dari perbuatan 
pengurus adalah kewajiban badan hukum yang dibebankan pada harta 





perbuatan pengurus adalah hak badan hukum yang menjadi kekayaan badan 
hukum. Perusahaan badan hukum merupakan subjek hukum yang diurus atau 
dikelola oleh pengurus yang disebut direksi. Direksi ini dapat terdiri dari 1 
orang atau beberapa orang. Jika terdiri dari beberapa orang satu diantaranya 
bertindak sebagai Direktur Utama perusahaan badan hukum yang 
membawahi direktur – direktur. Struktur tugas dan wewenang serta tanggung 
jawab Direksi selaku pengelola yang mewakili perusahaan badan hukum 
diatur dalam anggaran dasar. Sedangkan menurut Soenawar Soekowati 
karakteristik dari badan hukum adalah:23  
1) Terkumpulnya jadi satu hak – hak subjektif untuk suatu tujuan tertentu 
dengan cara yang demikian, sehingga kekayaan yang bertujuan itu dapat 
dijadikan objek tuntutan hutang – hutang tertentu. 
2) Harus ada kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum, dan 
kepentingan yang dilindungi itu harus bukan kepentingan satu orang atau 
beberapa orang saja. 
3) Meskipun kepentingan itu tidak terletak pada orang – orang tertentu, 
namun kepentingan itu harus stabil, artinya tak terikat pada suatu waktu 
yang pendek saja, tetapi untuk jangka waktu yang panjang. 
4) Harus dapat ditujukan suatu harta kekayaan yang tersendiri, yang tidak 
saja untuk objek tuntutan tetapi juga yang dapat dianggap oleh hukum 
sebagai upaya pemeliharaan kepentingan – kepentingan tersebut yang 
terpisah dari kepentingan anggota – anggotanya. 
                                                             





Sebagai badan hukum atau artificial person, Perseroan Terbatas mampu 
bertindak melakukan perbuatan hukum melalui “ wakilnya “. Untuk itu ada yang 
disebut dengan “ agent “ , yaitu orang yang mewakili perseroan serta bertindak 
untuk dan atas nama perseroan. Perseroan Terbatas mempunyai hak dan 
kewajiban dalam hubungan hukum sama seperti manusia biasa atau natural 
person atau naturlijke person, dapat menggugat ataupun digugat, dapat 
membuat keputusan dan mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia.24 
Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memenuhi persyaratan sebagai 
berikut :25   
a. Organisasi yang teratur ini dapat dilihat dari adanya organ perusahaan yang 
terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris 
( Pasal 1 ayat ( 2 ) Undang – Undang Perseroan Terbatas ). Keteraturan 
organisasi perusahaan dapat diketahui melalui ketentuan Undang – Undang 
Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat Umum 
Pemegang Saham, Keputusan Dewan Komisaris, Keputusan Direksi dan 
Peraturan – peraturan perusahaan lainnya yang dikeluarkan dari waktu ke 
waktu. 
 
b. Harta kekayaan yang dipisahkan 
Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan sendiri yang dipisahkan dari 
harta kekayaan pribadi perseroannya, berupa modal yang berasal dari 
                                                             







pemasukan harta kekayaan lainnya baik berupa benda berwujud atau tidak 
berwujud yang merupakan milik perseroan. Pasal 31 ayat ( 1 ) dan 
dihubungkan dengan Pasal 34 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa harta 
kekayaan perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang dapat 
dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya. 
c. Mempunyai tujuan tertentu 
Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, Perseroan Terbatas 
mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Karena itu, kegiatan usaha yang 
dijalankan Perseroan Terbatas dilakukan dalam rangka mewujudkan 
maksud dan tujuan pendirian Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 15 ayat ( 1 ) 
huruf b UUPT dinyatakan bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha 
perseroan yang sesuai dengan peraturan perudang – undangan yang berlaku 
ditetapkan dalam anggaran dasar. Berhubung Perseroan Terbatas 
menjalankan perusahaan, kegiatan Perseroan Terbatas diharapkan dapat 
mendatangkan keuntungan atau laba. 
d. Melakukan hubungan hukum sendiri 
Sebagai badan hukum, perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan 
pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi dan 
Komisaris. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan 
untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di 
dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan kegiatannya tersebut, 
Direksi berada dalam pengawasan Dewan Komisaris, yang dalam hal – hal 
tertentu membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut. 





Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini 
menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang–orang yang bersepakat 
mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. 
Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 
dua (2) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa 
Indonesia.  
Rumusan ini pada dasarnya mempertegas kembali makna perjanjian 
sebagai mana diatur dalam ketentuan umum mengenai perjanjian yang ada 
dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Sebagai perjanjian “khusus “ 
yang bernama, perjanjian pembentukan Perseroan Terbatas ini juga tunduk 
sepenuhnya pada syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam 
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disamping ketentuan 
khusus yang diatur dalam UUPT tersebut.  
Perjanjian pendirian Perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri 
tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan akta 
pendirian. Akta pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak – 
hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan 
menjalankan Perseroan Terbatas tersebut. Hak – hak dan kewajiban tersebut 
merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan anggaran dasar perseroan 
sebagaimana ditegaskan kembali di dalam Pasal 8 ayat (1) UUPT.26  
Perseroan Terbatas sebagai suatu badan usaha harus menjalankan 
kegiatan usaha. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. 
                                                             





Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas adalah dalam bidang 
perekonomian dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Kegiatan 
usaha yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas haruslah kegiatan usaha yang 
halal, artinya kegiatan Perseroan Terbatas harus sesuai dengan maksud dan 
tujuan pendirian Perseroan Terbatas serta tidak boleh bertentangan dengan 
peraturan perundang–undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. 
Perseroan tidak dapat didirikan dan dijalankan jika tidak memiliki tujuan dan 
kegiatan usaha yang jelas.27  
a. Memiliki Modal yang terbagi dalam Saham – saham 
Sebagai suatu badan hukum yang independen, dengan hak–hak dan 
kewajiban-kewajiban mandiri, lepas dari hak-hak dan kewajiban- kewajiban 
para pemegang sahamnya maupun para pengurusnya, perseroan jelas harus 
memiliki harta kekayaan tersendiri dalam menjalankan kegiatan  usahanya 
serta untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban- kewajibannya. Untuk itu 
pada saat perseroan didirikan, bahkan sebelum permohonan pengesahan akta 
pendirian perseroan ke Menteri Hukum dan HAM, para pendiri telah harus 
menyetorkan sekurang- kurangnya 50 % dari seluruh modal yang 
ditempatkan atau dikeluarkan perseroan yang diambil bagian oleh para 
pendiri.28  
b. Memenuhi Persyaratan Undang – Undang 
Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan UUPT dan peraturan 
pelaksanaannya mulai dari pendiriannya, beroperasinya, dan berakhirnya. 







Hal ini menunjukkan bahwa UUPT menganut sistem tertutup (closed 
system).29  
B. Prosedur Pendirian PT 
1.  Akta Pendirian 
Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang 
dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan orang disini adalah 
orang perseorangan atau badan hukum. Di Jepang, dalam UU perseroannya 
disebutkan, untuk mendirikan Perseroan Terbatas yang dikenal dengan 
sebutan Kabushiki Kaisha, setidak – tidaknya 7 ( tujuh ) orang pendiri harus 
menandatangani Akta Pendirian, yang harus disahkan oleh Notaris. Sedang 
di Amerika Serikat, sesuai dengan system pemerintahannya yang bersifat 
Federal, maka ketentuan Hukum Perseroannya pun berbeda antara satu 
negara bagian dengan negara bagian lainnya. Misalnya di negara bagian 
Columbia ( District of Columbia ), PT dikenal dengan istilah Joint Stock 
Corporation. Menurut UU yang berlaku di distrik ini, untuk mendirikan PT 
setidak – tidaknya harus ada 3 orang yang telah berusia 18 tahun.30 Sedangkan 
di dalam Pasal 264 BW baru Belanda dijelaskan, badan hukum ( 
Rechtpersoon ) ialah suatu badan hukum yang dapat mempunyai harta 
kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.31  
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Dalam Undang – Undang tentang Perseroan ini berlaku prinsip bahwa 
pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan 
perjanjian, dan karena itu mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. 
Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan 
didirikan. Apabila setelah perseroan disahkan ( oleh Menteri Hukum dan 
HAM RI ) kemudian jumlah pemegang saham menjadi kurang dari dua orang 
( perseorangan / badan hukum ), maka dalam waktu enam bulan terhitung 
sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib 
mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain (yang tidak merupakan 
kesatuan harta).32  
Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Perseroan Terbatas 
didirikan berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, untuk dapat mendirikan 
Perseroan Terbatas paling sedikit harus ada dua orang, bila kurang dari 
jumlah tersebut adalah tidak mungkin sebab satu orang bukan merupakan 
perjanjian. Jadi harus ada orang lain yang diajak mengadakan perjanjian, 
sehingga ada kata sepakat untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Dalam hal 
ini sangat terbuka kemungkinan jumlah orang yang mendirikan Perseroan 
Terbatas tidak dibatasi maksimalnya. Salah satu yang penting seperti yang 
telah disebutkan tadi terdapat kata sepakat, karena itu sebagai syarat sahnya 
suatu perjanjian.33  
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Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) UU 
No. 40 Tahun 2007 ditetapkan, bahwa perjanjian itu dilakukan dengan Akta 
Notaris dalam Bahasa Indonesia. Jika diperhatikan ketentuan tersebut 
bukanlah suatu kewajiban hukum, sebab perjanjian yang dilakukan di bawah 
tangan tetap sah asalkan memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan dalam 
Pasal 1320 KUH Perdata yaitu : 
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
3) Suatu hal tertentu 
4) Suatu sebab yang halal 
Dalam hukum pembuktian akta otentik dipandang sebagai suatu alat 
bukti yang mengikat dan sempurna, artinya bahwa apa yang tertulis di dalam 
akta tersebut harus dapat dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan 
tambahan alat bukti lain.  Pendirian Perseroan Terbatas diawali dengan 
pembuatan perjanjian tertulis oleh para pihak, yang kemudian dituangkan 
dalam akta otentik yang dibuat di hadapan seorang notaris. Akta otentik 
tersebut merupakan akta pendirian Perseroan Terbatas, yang berisikan 
anggaran dasar merupakan keterangan lainnya diperlukan dalam rangka 
pendirian Perseroan Terbatas. Tanpa adanya akta pendirian maka suatu PT 
tidak akan mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan HAM. Hal ini 
ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 yaitu untuk 
memperoleh pengesahan harus dilampirkan akta pendirian perseroan. Dalam 





Sejak ditandatanganinya akta pendirian perseroan telah berdiri dan 
hubungan antara para pendiri adalah hubungan kontraktual karena pereseroan 
belum memperoleh status badan hukum.34 Para pendiri PT yang melakukan 
perbuatan hukum sebelum pengesahan diperoleh akan menjadi “ersonal 
liable“ apabila oleh perseroan terbatas tidak diambil oper kewajiban sesuai 
dengan ketentuan dalam Pasal 11 UU No. 40 Tahun 2007.35   
 Oleh karena hubungan para pendiri masih bersifat kontraktual, maka 
bagi pihak ketiga di luar perseroan apabila ingin mengadakan perbuatan 
hukum dengan perseroan yang belum disahkan menjadi badan hukum, perlu 
memperhatikan hal – hal yang tercantum pada UUPT Tahun 2007 yang 
menyatakan bahwa perbuatan hukum oleh para pendiri untuk kepentingan 
perseroan yang dilakukan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan 
setelah menjadi badan hukum, dengan syarat – syarat yaitu : 
1) Perseroan secara tegas menerima semua perjanjian 
2) Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan 
tanggung jawab yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang 
lain yang ditugaskan pendiri. 
3) Atau perseroan mengukuhkan secara tertulis atas semua perbuatan 
hukum yang dilakukan atas nama perseroan. 
Apabila ketiga hal di atas oleh perseroan tidak diterima maka segala 
perbuatan hukum meskipun atas nama perseroan, sebelum pengesahan 
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menjadi badan hukum menjadi tanggung jawab secara pribadi dari masing- 
masing pendiri yang melakukannya. Oleh karena itu perbuatan hukum 
tersebut perlu disetujui semua pendiri / pemegang saham dan direksi 
perseroan dengan menandatangani semua dokumen perbuatan hukum yang 
telah disepakati supaya dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan.  
Kewenangan perseroan untuk mengukuhkan perbuatan hukum di atas 
ada pada Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ), tetapi mengingat bahwa 
RUPS belum bisa diselenggarakan segera setelah perseroan disahkan maka 
pengukuhandilakukan oleh seluruh pendiri atau pemegang saham dan direksi 
perseroan. Selama belum dikukuhkan, baik karena perseroan tidak jadi 
didirikan atau disahkan atau pun perseroan tidak melakukan pengukuhan, 
maka perseroan tidak terikat.  
Adapun perbuatan hukum yang harus dicantumkan oleh pendiri dalam 
akta pendirian yaitu :36  
1) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal 
serta susunan saham perseroan, yang dilakukan oleh pendiri sebelum 
perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian. Perbuatan 
hukum yang dimaksud antara lain mengenai penyetoran saham dalam 
bentuk atau cara lain dari uang tunai. 
2) Naskah asli atau salinan resmi akta otentik mengenai perbuatan hukum 
sebagaimana dimaksud dalam ayat ( a ) dilekatkan pada akta pendirian. 
Yang dimaksud dengan “ dilekatkan “ adalah semua dokumen yang 
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memuat perbuatan hukum yang terkait dengan pendirian perseroan yang 
bersangkutan harus ditempatkan sebagai satu kesatuan dengan akta 
pendirian. Penyatuan dilakukan dengan cara melekatkan atau menjahitkan 
dokumen tersebut sebagai satu kesatuan dengan akta pendirian. 
3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
tidak dipenuhi, maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak 
dan kewajiban bagi perseroan. Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana 
dimaksud dalam ayat a tidak dicantumkan dalam akta pendirian dan atau 
tidak dilampirkan sesuai ketentuan ayat (2), maka perbuatan hukum 
tersebut hanya mengikat perseroan apabila dikukuhkan menurut ketentuan 
UUPT/2007. 
Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan 
perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan 
menjadi badan hukum apabila :  
1) Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang 
dibuat oleh pendiri atau orang lain ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga. 
 
2) Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan 
kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang 
lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas 
nama perseroan; atau 
3) Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang 
dilakukan atas nama perseroan. Ketentuan ini mengatur tata cara yang 





tanggung jawab yang timbul dari perbuatan hukum pendiri yang dibuat 
setelah perseroan didirikan tetapi belum disahkan menjadi badan hukum, 
melalui penerimaan secara tegas, pengambilalihan hak serta tanggung 
jawab dan pengukuhan perbuatan hukum dimaksud. 
4) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas 
tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, 
maka masing – masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut 
bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul. 
Kewenangan perseroan untuk mengukuhkan perbuatan hukum 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas ada pada RUPS. Tetapi 
mengingat bahwa RUPS biasanya belum dapat diselenggarakan segera 
setelah perseroan disahkan maka pengukuhan dilakukan oleh seluruh 
pendiri, pemegang saham dan direksi. Selama belum dikukuhkan, baik 
karena perseroan tidak jadi didirikan atau disahkan ataupun karena 
perseroan tidak melakukan pengukuhan, maka perseroan tidak terikat 
(UUPT/2007). Akta pendirian perseroan ini mempunyai fungsi intern dan 
ekstern. Fungsi intern, yaitu sebagai aturan main para pemegang saham 
dan organ perseroan. Sedang fungsi ekstern terhadap pihak ketiga sebagai 
identitas dan pengaturan tanggung jawab perbuatan hukum yang dilakukan 
oleh orang yang berhak atas nama Perseroan Terbatas.37  
Dalam Pasal 8 UUPT/2007 dinyatakan bahwa :47 
1) Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain sekurang – 
                                                             






a)  Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan tempat tinggal, 
dan kewarganegaraan pendiri 
b) Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat 
tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang 
pertama sekali diangkat; dan 
c) Nama pemegang saham dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan 
dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian. 
2) Akta pendirian tidak boleh memuat : 
a) Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham, dan 
b) Ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau 
pihak lain. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UUPT/2007 ini, di dalam akta pendirian 
Perseroan Terbatas harus secara jelas menyebutkan identitas persero, 
identitas anggota Direksi dan Komisaris yang pertama sekali diangkat, dan 
keterangan mengenai nama persero yang telah mengambil bagian saham, 
rincian jumlah saham, nilai nominal saham, atau nilai yang diperjanjikan dari 
saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian Perseroan 
Terbatas yang bersangkutan. 
Akta pendirian juga harus memuat identitas pendiri dan organ 
Perseroan Terbatas, sehingga dari sini dapat diketahui kewarganegaraan 
pendiri dan organ Perseroan Terbatas, apakah Warga Negara Indonesia, atau 
warga negara asing. Di samping itu, juga harus memperhatikan unsur alih 





Memang, pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan 
Terbatas didirikan oleh Warga Negara Indonesia, tetapi kepada warga negara 
asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang 
berbentuk perseroan sepanjang Undang – Undang yang mengatur bidang 
usaha Perseroan Terbatas tersebut diatur dengan Undang – Undang 
tersendiri.38 Anggaran dasar juga merupakan bagian dari akta pendirian 
Perseroan Terbatas. Sebagai bagian dari akta pendirian, anggaran dasar 
memuat aturan main dalam perseroan yang menentukan setiap hak dan 
kewajiban dari pihak – pihak dalam anggaran dasar, baik perseroan itu 
sendiri, pemegang saham ataupun pengurus. Anggaran dasar Perseroan 
Terbatas baru berlaku bagi pihak ketiga setelah akta pendirian perseroan 
disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
Adapun yang wajib dimuat dalam anggaran dasar perseroan 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 UUPT/2007  meliputi :49 
1) Nama dan tempat perseroan 
2) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan 
peratuan perundang – undangan yang berlaku 
3) Jangka waktu berdirinya perseroan 
4) Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang 
disetor; 
5) Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham 
untuk tiap klasifikasi, hak – hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai 
                                                             





nominal setiap saham; 
6) Susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris; 
7) Penempatan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; 
8) Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian 
sementara anggota Direksi dan Komisaris; 
9) Tata cara penggunaan dan pembagian deviden; dan 
10) Ketentuan – ketentuan lain menurut UUPT/2007 
2. Pengesahan 
Undang – Undang Perseroan Terbatas mewajibkan pengesahan akta 
pendirian suatu Perseroan Terbatas oleh Menteri sebelum Perseroan Terbatas 
tersebut dapat memiliki status badan hukum, sebagai suatu subjek mandiri 
dalam hukum, yang memiliki hak – hak, kewajiban – kewajiban dan harta 
kekayaan tersendiri. Saat pengesahan tersebut merupakan satu – satunya saat 
mulai berlakunya sifat kemandirian tersebut. Untuk memperoleh suatu 
pengesahan, para pendiri oleh kuasanya mengajukan permohonan tertulis 
kepada Menteri dengan melampirkan akta pendirian perseroan.  
 
Dalam Pasal 8 UUPT/2007  dinyatakan bahwa :  
1) Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain sekurang – 
kurangnya : 
a) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan tempat tinggal, 





b) Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat 
tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang 
pertama sekali diangkat; dan 
c) Nama pemegang saham dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan 
dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian. 
2) Akta pendirian tidak boleh memuat 
a) Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham, dan 
b) Ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri 
atau pihak lain. 
Adapun yang wajib dimuat dalam anggaran dasar perseroan sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 12 UUPT/2007  meliputi :39  
1) Nama dan tempat perseroan 
2) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan 
peratuan perundang – undangan yang berlaku 
3) Jangka waktu berdirinya perseroan 
4) Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang 
disetor; 
5) Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham 
untuk tiap klasifikasi, hak – hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai 
nominal setiap saham; 
6) Susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris; 
                                                             






7) Penempatan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; 
8) Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian 
sementara anggota Direksi dan Komisaris; 
9) Tata cara penggunaan dan pembagian deviden; dan 
10) Ketentuan – ketentuan lain menurut UUPT/2007 
Pengesahan akta pendirian perseroan diberikan dalam waktu paling 
lama 60 hari setelah permohonan diterima. Dalam hal permohonan ditolak, 
penolakan tersebut akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis 
disertai dengan alasannya.  
UUPT Tahun 2007 memberikan batas jangka waktu dan ini 
membuktikan bahwa pemerintah akan sungguh–sungguh memberikan 
pelayanan yang wajar. Menurut pemerintah ketentuan yang demikian 
bermaksud menyederhanakan tata cara pendirian Perseroan Terbatas. Dan 
dengan catatan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak dilakukan 
pengesahan ataupun penolakan, pemerintah telah melakukan pelanggaran dan 
dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasal 7 ayat (6) 
UUPT Tahun 2007 ditegaskan Perseroan Terbatas memperoleh status badan 
hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri. Pengesahan adalah 
merupakan syarat mutlak.  
Namun, bukan saja pada waktu pendirian saja dimohonkan pengesahan 
dari Menteri Kehakiman dan HAM, tetapi untuk setiap perubahan dari 
anggaran dasar harus pula dimintakan pengesahan Menteri Kehakiman dan 
HAM. Sebab jika tidak demikian, maka lembaga pengesahan Menteri 





kekuatan efektif. Karena itu untuk setiap perubahan anggaran dasar, maka 
ketentuan perubahan tersebut barulah berlaku efektif manakala perubahan 
tersebut sudah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM.  
Dalam anggaran dasar ada 2 ( dua ) ketentuan yang dicantumkan dalam 
anggaran dasar, yang sebenarnya bukan bagian dari anggaran dasar. Adapun 
2 (dua) ketentuan tersebut adalah :40  
1) Tentang susunan pemegang saham yang biasanya dicantumkan / 
tercantum dalam anggaran pada awal pendirian PT. 
2) Tentang susunan pengurus yang biasanya dicantumkan dalam anggaran 
dasar PT pada waktu asal pendirian PT. 
Manakala terjadi perubahan mengenai kedua hal tersebut, tidaklah perlu 
dimohonkan pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM, melainkan cukup 
diperkuat dengan Akta Berita Acara RUPS.41 Tidak semua perubahan 
anggaran dasar memerlukan pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM, 
melainkan menurut Pasal 15 (2) yang diperlukan pengesahan Menteri 
Kehakiman dan HAM dalam hal : 
1) Nama perseroan 
2) Maksud dan tujuan perseroan 
3) Kegiatan usaha perseroan 
4) Jangka waktu berdirinya perseroan, apabila Anggaran Dasar menetapkan 
jangka waktu tertentu. 
                                                             
40 Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas disertai dengan Ulasan menurut 






5) Besarnya modal dasar 
6) Pengurusan modal ditempatkan dan disetor 
7) Status perseroan tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya. 
Sedangkan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar 
ditolak apabila :  
1) Bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan Anggaran 
Dasar 
2) Isi perubahan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, 
ketertiban umum, dan atau kesusilaan, atau 
3) Ada sanggahan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan 
modal. 
3. Pendaftaran 
Menurut ketentuan Pasal 21 UUPT Tahun 2007, kewajiban untuk 
melakukan pendaftaran tersebut dibebankan kepada Direksi Perseroan. Akta 
pendirian dan surat pengesahan dari Menteri Kehakiman wajib didaftarkan 
dalam Daftar Perusahaan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh ) hari 
setelah pengesahan. Adapun yang wajib didaftarkan adalah : 
a. Akta pendirian beserta surat pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM; 
b. Akta perubahan anggaran dasar beserta surat persetujuan Menteri atas 
perubahan – perubahan yang disyaratkan persetujuannya; 
c. Akta perubahan anggaran dasar beserta laporan yang disampaikan kepada 






Perseroan yang telah didaftar sebagaimana yang dimaksud dalam 
UUPT Tahun 2007 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik 
Indonesia. Permohonan pengumuman perseroan dilakukan direksi dalam 
waktu paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak pendaftaran. Tata cara 
pengajuan permohonan pengumuman dilakukan sesuai dengan peraturan 





























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Prosedur Pengesahan PT sebagai Badan Hukum. 
 1. Prosedur Pendirian Untuk Mendirikan Badan Usaha Perseroan Terbatas 
Dibutuhkan Beberapa Persyaratan. Persyaratan Yang Dimaksud Dibagi 
Dua, Yakni Syarat Formal Dan Syarat Materiil  
a. Syarat Formal  
Suatu Perseroan Terbatas yang hendak didirikan harus dibuat dengan akta 
Notaris. Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang 
Perseroan Terbatas, sebagai berikut :  
      Ayat 1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta 
notaries yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pernyataan bahwa perseroan 
harus didirikan harus ada paling sedikit 2 orang hal ini ada kaitannya dengan 
pengertian Perseroan Terbatas (PT) yang dijelaskan dalam Undang Undang 
Perseroan Terbatas, yakni perseroan terbatas adalah suatu badan hukum yang 
didirikan berdasarkan perjanjian. Sebagaimana diketahui konsep perjanjian 
dalam hukum perdata paling tidak harus dilakukan oleh dua orang atau lebih.   
       Tepatnya dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan, perjanjian adalah 
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi, disini terlihat bahwa bila suatu 
perjanjian dibuat dengan sah membawa konsekuensi pihak yang membuat 







KUHPerdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk 
berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.  
        Ayat 5 Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan 
pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu 
paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham 
yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain 
atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.  
       Ayat 6 Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 telah 
dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang 
saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian 
Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan 
negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.  
       Ayat 7 Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) 
orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan ketentuan pada ayat 
5, serta ayat 6 tidak berlaku bagi : 
1) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau 
2) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, 
lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.  
b. Syarat Materiil  
      Yang dimaksud dengan syarat materiil disini adalah dalam pendirian 
Perseroan Terbatas harus ada modal. Modal dalam PT terdiri dari 3 jenis, 





1) Modal Dasar atau sering juga disebut sebagai modal statutair yaitu jumlah 
modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar (AD) Perseroan Terbatas. 
Dalam Undang-Undang PT disebutkan minimal Rp.50.000.000 (lima 
puluh juta rupiah), seperti dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang PT. 
Modal ditempatkan atau modal yang telah diambil yaitu sebagian dari 
modal perseroan telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri, dalam 
bentuk saham. Pada Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang PT disebutkan, pada 
saat pendirian Perseroan, paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari 
modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan. 
2) Modal Disetor yaitu modal yang benarbenar telah ada dalam kas 
Perseroan. Modal ini disetor oleh para pemegang saham. Modal 
ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah (Pasal 33 ayat 2).  
2. Pendaftaran  
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Daftar 
Perusahaan diselenggarakan oleh Menteri dengan memuat data tentang 
perseroan yang meliputi :42 
a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka 
waktu pendirian, dan permodalan.  
b. Alamat lengkap Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
yaitu:  
                                                             
42 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, Jakarta : Raja 





1) Perseroan terbatas mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam 
wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.  
2) Perseroan terbatas mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat 
kedudukannya. 
3) Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan 
Terbatas, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak 
harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan Terbatas.  
c. Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai 
pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas memperoleh status badan 
hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri   
d. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. mengenai pengesahan badan 
hukum Perseroan Terbatas.  
e. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri 
tentang Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
ayat (2) yang mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri 
mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.   
f. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan 
pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2.  
g. Nama dan tempat kedudukan notaries yang membuat akta pendirian dan akta 
perubahan anggaran dasar. 
h. Nama lengkap dana alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota 





i. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan 
pengadilan tentang pembubaran Perseroan Terbatas yang telah diberitahukan 
kepada Menteri.  
j.  Berakhirnya status badan hukum Perseroan Terbatas. 
k.  Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi 
Perseroan Terbatas yang wajib diaudit.  
Data Perseroan dimasukkan dalam daftar Perseroan Terbatas pada tanggal yang 
bersamaan dengan tanggal : 
a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan Perseroan menjadi badan hukum 
b. Persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan 
persetujuan 
c. Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak 
memerlukan persetujuan  
d. Penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan Terbatas yang bukan 
merupakan perubahan anggaran dasar. Yang dimaksud dengan perubahan 
data Perseroan adalah antara lain data tentang pemindahan atas saham, 
penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembubaran Perseroan.  
4. Akta Pendirian 
Di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, prosedur 
pendirian PT juga tidak banyak berubah dengan prosedur pendirian PT yang 
ditentukan oleh undang-undang tersebut. Prosedur pendirian PT di dalam UU 
No. 40 Tahun 2007 tentang PT diatur di dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 





 Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, dikatakan 
bahwa “ Perseroan didirikan minimal oleh 2 ( dua ) orang atau lebih dengan 
akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia “. Pada prinsipnya, sebagai 
badan hukum, maka pendirian Perseroan memang harus dilakukan dengan 
perjanjian dengan lebih dari 1 ( satu ) orang pendiri atau pemegang saham yakni 
dengan bantuan Notaris di daerah hukum tempat dimana para pendiri berada. 
Menurut Undang– Undang ini, yang dimaksud dengan “orang“ adalah orang 
perseorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun yang asing atau badan 
hukum Indonesia atau asing.  
Pada saat Perseroan didirkan, setiap pendiri Perseroan wajib 
mengambil saham. Alasan mengambil bagian saham pada “ Perseroan Baru 
“adalah para pemegang saham dari Perseroan yang meleburkan diri sedangkan 
pendiri dari “ Perseroan Baru “ yang didirkan dalam rangka peleburan adalah 
badan hukum Perseroan yang meleburkan diri. Apabila Perseroan memperoleh 
status badan hukum pemegang sahamnya menjadi kurang dari 2 ( dua ), dalam 
jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, 
pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya 
kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. 
Setelah jangka waktu 6 (enam)  bulan dilampaui, pemegang saham tetap kurang 
dari 2 ( dua ) orang, maka keadaan ini akan berpengaruh pada pertanggung 
jawaban, yakni pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala 
perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang 





Akan tetapi, menurut Pasal 7 ayat ( 7 ) UU No. 40 Tahun 2007, ketentuan 
pemegang saham minimal 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi : 
a. Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh negara; 
b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, 
lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana 
diatur dalam Undang – Undang tentang Pasar Modal. 
Berbeda dengan UUPT Tahun 2007 sebagaimana diatur dalam ketentuan 
Pasal 7 ayat ( 7 ) di atas, maka UUPT Tahun 1995 ( Pasal 7 ayat (5)) mengatur 
bahwa ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua ) orang atau  
Lebih atau minimal memiliki 2 ( dua ) orang pemegang saham tidak berlaku bagi 
Perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketentuan 
Pasal 7 ayat (7) UUPT Tahun 2007 tentu saja mengandung makna berbeda 
dengan ketentuan Pasal 7 ayat ( 5 ) UUPT Tahun 1995. Hal ini berarti bahwa 
tidak semua BUMN yang dikecualikan untuk memiliki pemegang saham kurang 
dari 2 ( dua ) orang tetapi hanya BUMN yang berstatus Persero (Perusahaan 
Persero) yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh negara.  
Menurut UUPT Tahun 2007 ini, pengecualian itu diperluas, tidak hanya 
bagi BUMN berstatus Persero tetapi juga termasuk dalam hal ini Perseroan 
Terbatas yang khusus bergerak di bidang bursa efek, lembaga kliring dan 
penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain 
sebagaimana diatur dalam Undang – Undang tentang Pasar Modal. 
Akta pendirian PT memuat anggaran dasar dan keterangan “lain“ 
berkaitan dengan pendirian Perseroan. Bila para pendiri tidak memiliki waktu 





lain berdasarkan surat kuasa. Adapun keterangan “ lain “ memuat sekurang – 
kurangnya :  
a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan 
kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan 
alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai 
pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan. 
b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, 
kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali 
diangkat; 
c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah 
saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. 
5. Pengesahan 
Agar Perseroan diakui secara resmi sebagai badan hukum, akta 
pendirian dalam bentuk akta notaris tersebut harus diajukan oleh para pendiri 
secara bersama – sama melalui sebuah permohonan untuk memperoleh 
Keputusan Menteri (Menteri Hukum dan HAM ) mengenai pengesahan badan 
hukum Perseroan. Pengajuan permohonan pengesahan dilakukan dengan 
melampirkan akta pendirian yang di dalamnya terdapat anggaran dasar dari 
perusahan. 
Anggaran dasar memuat sekurang – kurangnya :  
1) Nama dan tempat kedudukan Perseroan 
2) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan 
3) Jangka waktu berdirinya Perseroan 





5) Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk 
tiap klasifikasi, hak – hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai 
nominal setiap saham 
6) Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris 
7) Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS 
8) Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan 
Dewan Komisaris 
9) Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden Anggaran dasar tidak 
boleh memuat :  
10) Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham, dan Ketentuan 
tentang pemberian manfaat pribadi kepada pribadi atau pihak lain 
Pengajuan permohonan itu dilakukan melalui jasa teknologi informasi 
sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan 
mengisi format isian (Akta Notaris Model I) yang memuat sekurang-
kurangnya:  
a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan 
b. Jangka waktu berdirinya Perseroan 
c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan 
d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor 
e. Alamat lengkap Perseroan 
Permohonan pengesahan Perseroan tidak boleh memakai nama yang :  
a. Telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya 
dengan nama Perseroan lain 





c. Sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau 
lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan 
d. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau 
menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri 
e. Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang 
tidak membentuk kata; atau 
f. Mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata. 
Pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan dilakukan 
oleh Notaris sebagai kuasa dari pendiri. Notaris mengajukan permohonan 
kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Permohonan diajukan oleh Notaris 
melalui Sisminbakumdengan cara mengisi Format Isian Akta Notaris ( FIAN ) 
model I setelah pemakaian nama disetujui Menteri atau Pejabat yang ditunjuk 
dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.  
Sisminbakum atau Sistem Administrasi Badan Hukum adalah jenis 
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan 
hukum Perseroan dan proses pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, 
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data 
Perseroan serta pemberian informasi lainnya secara elektronik, yang 
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 
 Di dalam Pasal 4 Permen Kehakiman & Ham No. M–01–HT. 01–10 
Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan 
Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian 
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan 





berkeberatan atau menolak permohonan yang diajukan dan dilakukan langsung 
melalui Sisminbakum. 
Penyelesaian Badan Hukum Perseroan terbatas melalui Sisminbakum. 
Sisminbakum adalah Sistim Administrasi Badan Hukum dalam permohonan 
penyelesaian badan hukum Perseroan Terbatas yang dilakukan secara 
elektronik mengggunakan media Internet secara on-line. Penyelesaian badan 
hukum meliputi pengesahan, persetujuan, pelaporan dan pemberitahuan 
perubahan Anggaran dasar PT.  
Permohonan tersebut dilakukan dengan mengisi Formulir Isian Akta 
Notaris (FIAN) antara lain Fian 1 untuk Pengesahan Akta Pendirian Perseroan 
Terbatas, Fian 2 untuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar, Fian 3 untuk 
Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar dan Fian 4 untuk Pemberitahuan 
Perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran PT. Seluruh transaksi Fian 
dilakukan secara elektronik baik dalam hal pengisian data dan pemberitahuan 
apabila terjadi kesalahan begitu juga dalam hal penandatanganan Surat 
Keputusan Perseroan Terbatas (SKPT) yang ditandatangani oleh Direktur 
Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) atas nama Menteri Kehakiman. 
Hukum pembuktian di Indonesia (KUHAP dan BW) belum mengenal bukti 
elektronik sebagai alat bukti sah. Dasar Hukum pemberlakukan Sisminbakum 
adalah UUPT dan UUDP. UUDP mengatur tentang dokumen Perusahaan, 
AktaPendirian PT termasuk dalam akta lainnya dalam dokumen Perusahaan. 
PT sebagai suatuperusahaan yang berstatus badan hukum, tentunya akta 
Pendirian Perusahaan tersebut adalah akta pendirian yang telah memperoleh 





Perusahaan dapat dialihkan kedalam media lainnya. Dokumen yang 
dialihkankemedia lain dan dokumen yang dihasilkannya merupakan alat bukti 
sah Pembuatan Surat Pengesahan dari akta Pendirian Perseroan Terbatas 
tersebut merupakan bentuk nyata dari padayang dimaksudkan dalam UUDP 
tersebut, dimana proses pendaftaran akta pendirian tersebutmerupakan suatu 
bentuk pengalihan data dari akta kedalamdata base (Bank Data) dalam 
sisminbakum. Dengan kata lain bahwa surat pengesahan tersebut merupakan 
suatu hasil dari cetakan atau print out akhir yang dilakukan oleh Departemen 
Hukum dan HAM yang dalam hal ini dikerjakan oleh Direktorat Jendral 
administrasi Hukum Umum dari suatu proses penyalinan data yang ada dalam 



















UUDP kurang memberi perlindungan hukum terhadap kejahatan 
Internet yang berkembang saat ini. UUDP hanya menyatakan bahwa Surat 
keputusan yang dihasilkan melalui proses Sisminbakum tersebut merupakan 
alat bukti sah. Perlindungan hukum terhadap proses Sisminbakum atas 
kejahatan Internet yang mungkin saja terjadi belum ada pengaturannya, hal ini 
jelas saja dapat merugikan Notaris sebagai pemegang User ID, Pegawai Dirjen 
AHU, Direktur Jendral AHU yang menandatangani SK bahkan pendiri 
Perseroan terbatas yang mengajukanpermohonan. Salah satu usaha pemerintah 
dalam mengatasi kejahatan Internet ini, Pemerintah telah membuat Rancangan 
Undang-undang Republik Indonesia tentang Informasi dan transaksi 
elektronik. RUU tersebut memberi perlingungan hukum bagi pengguna media 
internet dalam bertransaksi secara elektronik termasuk Sisminbakum. 
hendaknya RUU ini segera di Undang-undangkan agar memberi payung 
hukum dalam proses Sisminbakum dan dokumen yangdihasilkan melalui 
media elektronik. 
Jika Format Isian Akta Notaris (FIAN) dan keterangan mengenai 
dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 
undangan, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk langsung menyatakan tidak 
berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan. Dalam jangka waktu paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak 
berkeberatan, Notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik 
surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung dan dibuktikan dengan 






a. Salinan akta pendirian Perusahaan dan salinan akta perubahan pendirian 
Perseroan, jika ada; 
b. Salinan akta peleburan dalam hal pendirian perseroan dilakukan dalam 
rangka peleburan; 
c. Bukti pembayaran biaya untuk: 
1) Persetujuan pemakaian nama; 
2) Pengesahan badan hukum Perseroan; dan 
3) Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 
d. Bukti setor modal Perseroan berupa: 
1) Slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening 
bersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah menyetor modal 
Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama- 
sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, 
jika setoran modal dalam bentuk uang; 
2) Keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti 
pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang 
yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk 
benda tidak bergerak; 
3) Peraturan Pemerintah dan/atau surat keputusan Menteri Keuangan bagi 
Perseroan Persero; atau 
4) Neraca dari Perseroan atau neraca dari badan usaha bukan badan hukum 
yang dimasukkan sebagai setoran modal. 
e. Surat keterangan alamat lengkap Perseroan dari Pengelola Gedung atau surat 





semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota 
Dewan Komisaris Perseroan; dan 
f. Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
Berikut ini adalah bagan cara kerja sistem manual atau Prosedur pengesahan 
pendirian Perseroan Terbatas:43  
Jika semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 7 
(tujuh) hari, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan tentang 
pengesahan badan hukum Perseroan. Pengesahan badan hukum Perseroan 
ditandatangani secara elektronik. Bentuk tanda tangan ternyata mempunyai 
variasi yang cukup banyak, tidak baku harus berupa tanda tangan dengan tinta, 
sehingga tanda tangan elektronik (termasuk di dalamnya tanda tangan digital) 
sah sebagai tanda tangan sepanjang proses cryptography dilaksanakan dengan 
benar.44 
Apabila di kemudian hari terjadi suatu tindak kejahatan yang dilakukan 
oleh sebuah PT, maka seluruh dokumen yang dimiliki oleh PT dapat dijadikan 
sebagai alat bukti yang sah termasuk juga tanda tangan elektronik yang 
digunakan dalam pengesahan PT tersebut.   
Pada pasal 11 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014, untuk 
memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan Badan Hukum dan 
Perseroan, pemohon harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada 
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menteri, permohohonan tersebut diajukan paling lama 60 hari terhitung sejak 
tanggal akta pendirian telah ditandatangani. 
 Alur Pengajuan Permohonan Elektronik terkait Pengesahan dan/atau 
Perubahan Anggaran Dasar dan/Data Perseroan dalam Sistem Administrasi 
Badan Hukum (SABH) bila diuraikan sebagai berikut : 
a. Setelah akta notaris mengenai pendirian/perubahan anggaran dasar dan/atau 
data PT ditanda tangani, maka notaris mengajukan permohonan dengan 
akses online Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) melalui website 
ahu.go.id diawali dengan melakukan pembelian dan pembayaran voucher 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait Pengesahan Badan Hukum 
PT/Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas 
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian 
Hukum Dan Hak Asasi Manusia.  
b. Setelah melakukan pembayaran atas PNBP terkait maka pemohon akan 
mendapatkan Nomor voucher untuk melakukan akses terkait Pengesahan 
Pendirian Badan Hukum/Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data 
Perseroan Terbatas, sehingga proses selanjutnya adalah mengisi Format 
Isian Pendirian/Perubahan. Format isian pendirian yang memuat sekurang-
kurangnya adalah nama dan tempat kedudukan Perseroan, jangka waktu 
berdirinya Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, 
jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, dan alamat 





jenis perubahan yang hendak dilakukan yakni persetujuan dan/atau 
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan, akta 
notaris yang menjadi dasar perubahan anggaran dasar, tanggal RUPS/ Berita 
Acara Rapat/ Notulen Rapat yang memerlukan persetujuan antara lain nama 
dan tempat kedudukan Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, 
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, Peningkatan modal dasar, 
dan status perseroan. 
c. Setelah mengisi Format Isian Pendirian/Perubahan pada SABH, notaris akan 
diminta menyetujui Surat Pernyataan Elektronik yang menyatakan bahwa 
data pada format isian pendirian/perubahan yang disampaikan dalam 
permohonan adalah sebenarnya dan keterangan mengenai dokumen 
pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
pemohon bertanggung jawab penuh dan bersedia menerima segala bentuk 
sanksi terhadap Format Isian Pendirian/Perubahan Perseroan dan keterangan 
tersebut.  
d. Setelah itu Pemohon dalam hal ini Notaris diminta untuk menggunggah 
dokumen Pendukung yang dipersyaratkan yaitu Akta Pendirian/Perubahan 
Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan Terbatas (Permenkunham, 2014).  
e. Dalam hal Format Isian Pendirian atau Perubahan Perseroan telah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menterilangsung 
menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan dan hukum 
Perseroan secara elektronik (Permenkunham, 2014). Berdasarkan 
penjelasan Pasal 10 ayat (3) UUPT permohonan persetujuan atau 





perubahan anggaran  dasar dapat dilakukan secara langsung atau bersamaan 
saat pengajuan. Selain itu Pasal 30 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 jo 
Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016 mengatur mengenai Pengisian 
Format Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan menteri 
dan cukup dengan diberitahukan dapat dilakukan secara bersama dengan 
pengisian Format Perubahan mengenai Data Perseroan. 
f. Setelah memperoleh Tidak Keberatan Menteri, maka menteri menerbitkan 
Keputusan Menteri mengenai Pengesahan badan hukum Perseroan/ 
Keputusan Menteri Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar/Surat 
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan dalam 
jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pernyataan 
tidak keberatan menteri. Keputusan menteri ini disampaikan secara 
elektronik kepada notaris sehingga notaris dapat langsung melakukan 
pencetakan tersebut secara mandiri terhadap keputusan menteri mengenai 
pengesahan badan hukum perseroan/keputusan menteri persetujuan 
perubahan anggaran dasar/surat penerimaan pemberitahuan perubahan 
anggaran dasar dan/atau data perseroan.  
g. Setelah surat keputusan menteri mengenai pengesahan pendirian badan 
hukum perseroan dicetak secara mandiri oleh Notaris, sesuai ketentuan Pasal 
15 ayat (4) Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 jo Permenkumham 
Nomor 1 Tahun 2016 surat tersebut wajib ditanda tangani dan dibubuhi cap 
jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Keputusan 
Menteri ini dicetak dari SABH”. Hal serupa juga berlaku mutatis mutandis 





penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data 
perseroan. Daftar Perseroan pada SABH didasarkan pada permohonan 
elektronik yang diajukan oleh notaris dengan melakukan pengisian Format 
Isian Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan pada 
SABH yang didasarkan dokumen pendukung yang utama yaitu Akta 
Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan Terbatas. 
6. Pengumuman 
Pengumuman pendirian PT ini juga dilakukan oleh Menteri yang 
mengesahkan PT di dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia:45  
1) Akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri 
2) Akta perubahan anggaran dasar Perseroan berserta Keputusan Menteri 
3) Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh 
Menteri. 
Pengumuman ini dilakukan dalam waktu paling lambat 14 (empat 
belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri atau sejak 
diterimanya pemberitahuan. Tujuan dari pendaftaran dan pengumuman ini 
adalah untuk memenuhi asas publisitas, yang bertujuan agar masyarakat luas 
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B. Tanggung Jawab Pendiri PT Setelah Akta Pendirian dan Anggaran Dasar 
Disahkan Sebagai Badan Hukum. 
1. Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas  
        Seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang 
Perseroan Terbatas terbentuk karena adanya perjanjian dari 2 (dua) orang atau 
lebih. Para pihak telah sepakat untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk 
Perseroan Terbatas ini disebut sebagai pendiri. Pada awalnya pendirian 
perseroan tersebut, baik mengenai susunan, penyertaan modal serta susunan 
saham perseroan. Pada masa persiapan ini para pendiri sudah mulai melakukan 
perbuatan hukum yang nantinya akan mempunyai akibat pada perseroan yang 
didirkan dan juga akan membawa akibat tersendiri bagi pihak yang bersangkutan 
mengingat sudah adanya hak dan kewajiban yang timbul dari akibat perbuatan 
hukum yang telah dilakukan tersebut. Menurut pendapat penulis, dalam hal 
pendirian suatu PT maka para pendiri dapat memasukkan modal untuk harta 
kekayaan PT yang terpisah dari harta pribadi. Harta yang dimasukkan dapat 
menjadi harta milik bersama yang dapat dimiliki bersama-sama dan mengikat 
semua pihak dalam arti bahwa sebagai PT yang berbentuk badan hukum, harta 
yang dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan terpisah dari harta pribadi masing-
masing. Dengan demikian para pemilik dalam pemilikan bersama yang bebas, 
masing-masing bebas untuk menguasai dan mengalihkan haknya atas 
kepemilikan bersama tersebut, sebaliknya dalam pemilikan bersama yang 
mengikat, masing-masing pemilik tidak bebas menguasai bendanya dan 
melakukan pengalihan haknya. Pendapat ini mewakili pendapat klasik yang 





dicantumkan dalam akta pendirian sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 10 
ayat (1) tersebut di atas, dan juga Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan: Naskah 
asli atau salinan resmi akta otentik mengenai perbuatan hukum sebagaimana 
dimaksud ayat (1) diletakan pada akta pendirian. Para pendiri Perseroan Terbatas 
semuanya telah ada pada anggaran saat pendirian sehingga para pendiri telah 
terikat oleh ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang Perseroan 
Terbatas yang berlaku. Menurut ketentuan Pasal ini ada suatu keharusan bahwa 
naskah asli atau akta otentik mengenai perbuatan hukum dari para pendiri itu 
diletakan menjadi satu pada akta pendiriannya. Kelalaian melakukan keharusan 
ini akan berakibat perseroan tidak pada hak dan kewajiban yang timbul akibat 
perbuatan yang dilakukan para pendiri. Sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (3) 
yang berbunyi: Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat 
(2) tidak dipenuhi, maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan 
kewajiban bagi perseroan. Pada saat PT sudah didirikan dengan akta pendirian 
yang dibuat oleh notaris namun belum mendapat pengesahan sebagai badan 
hukum, kepemilikan bersama tersebut bersifat mengikat, dimana keadaan 
pemilikan bersama tersebut adalah sebagai akibat dari pendirian PT-nya dan 
dapat disamakan kedudukannya dengan suatu firma. Dengan demikian, para 
pemdiri tidaklah bebas untuk mengadakan pemisahan dan pembagian. 
Walaupun didalam Pasal 11 UUPT ayat (1) sebagaimana telah dikutip di atas 
dijelaskan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri untuk 
kepentingan perseroan akan mengikat perseroan setelah menjadi badan hukum 
apabila perseroan secara tegas menerima, mengambil alih dan mengukuhkan 





perseroan diwajibkan untuk dapat memasukkan modal sebagai harta kekayaan 
perseroan yang terpisah dari harta kekayaan pribadi. Pasal 7 Ayat (2) UUPT 
tersebut mengharuskan setiap pendiri mengambil bagian saham pada saat 
perseroan didirikan, dengan demikian jelas bahwa pengambilan saham 
(penyetoran modal) adalah pada saat pendirian perseroan bukan pada saat 
pengesahannya. Dari ketentuan tersebut, para pendiri adalah juga para pemegang 
saham dalam Perseroan Terbatas. Namun para pendiri masih harus bertanggung 
jawab secara pribadi atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya 
karena perseroan belum disahkan sebagai badan hukum. Sekarang 
bagaimanakah kedudukan pendiri dan tanggung jawabnya setelah perseroan 
disahkan sebagai badan hukum. Bila kita mengacu pada Pasal 7 ayat (2) tersebut 
diatas kedudukan pendiri pada saat perseroan didirikan tak lain adalah pemegang 
saham. Pendiri atau pemegang saham tidak ikut bertanggung jawab atas segala 
perikatan yang telah dibuat oleh perseroan dan pendiri atau pemegang saham 
tidak dapat dibebani kewajiban membayar kerugian yang diderita perseroan 
melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Berapapun jumlah kerugian yang 
diderita perseroan, pendiri atau pemegang saham hanya akan membayar 
kerugian itu sebatas nilai saham yang telah diambilnya. Namun demikian 
Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak menutup kemungkinan pemegang 
saham bertanggung jawab secara pribadi berdasarkan prinsip piercing the 
corporaye veil (penerobosan tanggung jawab). Pemegang saham akan 
bertanggung jawab secara pribadi apabila persyaratan perseroan sebagai badan 
hukum belum atau tidak terpenuh. Demikian ditentukan dalam Pasal 3 Ayat (2) 





apabila: 1) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak 
terpenuhi; 2) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak 
langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan 
pribadi; 3) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan 
melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau 4) Pemegang saham yang 
bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum 
menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan 
menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.6 Pada setiap pendirian 
perseroan terbatas menurut ketentuan yang berlaku maka pemegang saham dapat 
bertanggungjawab secara pribadi apabila persyaratan pendirian belum terpenuhi 
menjadi badan hukum. Satusatunya syarat untuk memperoleh status badan 
hukum adalah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, sebagaimana 
ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (4) yang memberikan ketentuan sebagai berikut: 
perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya 
Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Tanggung 
jawab para pemegang saham terbatas hanya pada modal atau saham yang 
dimasukkanya ke dalam perseroan. Segala hutang perseroan tidak dapat dibebani 
kepada harta kekayaan pribadi para pemegang saham, melainkan hanya sebatas 
modal saham para pemegang saham. Bagi perseroan yang berbentuk badan 
hukum terdapat pemisahan harta kekayaan perseroan dan harta kekayaan pribadi 
pemilik secara hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum perseroan juga 
terpisah dari harta kekayaan pribadi pemilik perseroan. Harta benda pemilik 





dibebankan tanggung jawab perseroan.46  
2. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas  
a. Tanggung Jawab Korporasi  
            Sebagaimana disebutkan pada bagian awal, bahwa pada prinsipnya yang 
bertanggung jawab terhadap pihak ketiga dalam hal suatu korporasi apabila 
dalam kerugian, kepailitan, atau likuidasi adalah korporasi itu sendiri. Artinya 
apabila korpirasi mengalami kerugian, kepailitan atau likuidasi yang 
mengakibatkan ada pihak lain yang dirugikan, korporasilah selaku entity 
(melalui pengurusnya) yang pertama kali diminta pertanggungjawaban. 
Ditinjau dari statusnya sebagai subjek hukum, korporasi dibedakan atas dua 
jenis. Pertama korporasi dengan status badan hukum (perseroan terbatas, 
Koperasi, Yayasan, Asuransi, dana pensiun dan lain-lain). 
            Korporasi dengan status bukan badan hukum (Perseroan 
Komanditer/CV, Firma, Persekutuan Perdata/bulgerliik maatschap, 
Assosiasi/gemeenschap dan lain-lain).47 Apabila suatu korporasi berbentuk 
badan hukum, pengurus atau direksi melakukan pengelolaan korporasi sesuai 
dengan rule of the game berdasarkan azas good corporate governance serta 
pengurus melakukan kegiatan atau tindakan dalam batas-batas intra vires 
(sesuai dengan kewenangannya dalam anggaran dasar korporasi). Oleh 
karena itu, tanggung jawab pengurus kepada pihak ketiga hanyalah 
memberikan ganti rugi atau bertanggung jawab sampai kepada membayar 
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atau memenuhi kewajiban korporasi sebesar nilai aset atau aktiva 
(kebendaan) yang masih dimiliki oleh korporasi. Apabaila suatu korporasi 
berbentuknya bukan badan hukum (CV, Firma, Persekutuan Perdata), dan 
pengurus melakukan pengelolaan korporasi berdasarkan asas good corporate 
governance serta pengurus melakukan kegiatan atau tindakan dalam batas-
batas intra vires, tanggung jawab pengurus kepada pihak ketiga pertama-tama 
hanyalah memberikan ganti rugi atau bertanggung jawab sampai kepada 
membayar atau memenuhi kewajiban korporasi sebesar nilai aset atau aktiva. 
Jika aset korporasi sudah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya 
kepada pihak ketiga, pihak pengurus dapat dimintai pertanggungjwaban 
secara tanggung renteng secara pribadi dan sampai kepada harta pribadi. 
Akan tetapi, pihak pemodal khususnya pada bentuk usaha perseroan 
komanditer (CV), yang hanya invreng (pemasukan barang atau aset sebagai 
modal perusahaan). Sebagai investor tidak dapat dimintai 
pertanggungjawaban melebihi modal yang ia masukkan ke dalam perseroan. 
Terkecuali terdapat indikasi dan terbukti adanya keterlibatan pemodal dalam 
mis-management korporasi (menurut kajian teori piercing the corporate veil 
sama seperti pada perseroan terbatas) tentunya ia turut menanggung beban 
kerugian pihak ketiga dimaksud. Berbeda halnya dengan firma, semua 
pengurus firma wajib terlibat (aktif) dalam pengelolaan perseroan. Semua 
pengelolaan firma (aktif dan pasif) bertanggung jawab atas tindakan 
perseroan dan kerugian yang dialami pihak ketiga terhadap perseroan. 
Dengan demikian, apabila perseroan mengalami kerugian dan asetnya sudah 





ketiga, semua persero (pengurus) dalam firma bertanggung jawab secara 
tanggung renteng.  
             Secara umum, menurut Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata 
(Burgerlijke Wetyboek) bahwa pada prinsipnya semua benda (aset/aktiva) 
milik korporasi sebagai debitor, baik berupa benda bergerak maupun tidak 
bergerak, baik yang (sudah) ada maupun yang akan ada dikemudian hari, 
menjadi tanggungan untuk segala perikatan yang dibuatnya. Kebendaan 
tersebut menjadi jaminan bersamasama bagi semua kreditur (konkuren un 
secure creditor).  
             Kreditur separatis (secure creditor) harus diutamakan pemenuhan hak-
haknya daripada kreditor preferen. Demikian juga kreditur preferen harus 
lebih diutamakan pemenuhan hak-haknya daripada kreditur konkuren.48 
Pekerja atau buruh adalah termasuk kreditur preferen walaupun Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendudukan 
kreditur pekerja atau buruh sebagai kreditur preferen yang lebih diutamakan 
pada saat perusahaan dinyatakan pailit atau likuidasi. Dengan demikian, 
berdasarkan urutan tingkatan kreditur tersebut, hak-hak pekerja atau buruh 
dipenuhi apabila kreditur separatis sudah dipenuhi oleh korporasi. Sebaliknya 
hakhak pekerja atau buruh yang termasuk dalam kreditur preferen harus 
terlebih dahulu dipenuhi sebelum memenuhi hak kreditur konkuren. Menurut 
Pasal 1131 jo Pasal 1136 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk 
dalam kelompok kreditur separatis adalah hipotik, gadai, hak tanggungan, 
                                                             





fidusia dan lain-lain.  
              Kreditur separatis tersebut kedudukannya lebih tinggi daripada hak 
istimewa pada kreditur preferen. Sementara itu, kreditur preferen adalah 
kreditur yang oleh undangundnag diberikan hak untuk didahulukan 
pembayarannya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Termasuk dalam 
kreditur preferen adalah kreditur atas piutang-piutang yang diistimewakan 
terhadap benda-benda tertentu dan kreditur yang mempunyai hak-hak 
istimewa atas semua benda-benda bergerak dan tidak bergerak pada 
umumnya.49 
              Demikian pula pajak-pajak, utang kepada negara dan upah buruh. Hal 
ini sangat tergantung dari sifat-sifat hak istimewanya berdasarkan peraturan 
perundang-undagan. Yang jelas bahwa diantara para kreditur preferen 
pemenuhan hak-hak pekerja/buruh dilakukan setelah kewajiban kepada 
negara (pajak), biaya perkara, dan biaya lelang telah dipenuhi. Dengan 
demikian, pekerja/buruh setidaknya berada dalam urutan keempat dalam 
kelompok kreditur preferen.  
             Dari uraian tadi dapat disimpulkan tanggung jawab pelaku usaha dalam 
hal mengalami kerugian atau kepailitan atau bahkan sampai dilakukan 
likuidasi, baik sebagai soleproprietor atau bersama-sama dalam suatu 
korporasi atau asosiasi, sangat tergantung dari bentuk usahanya dan 
memorandum of association para pihak yang terlibat. Dengan kata lain, 
masingmasing bentuk usaha yang dipilih oleh pelaku usaha mempunyai 
                                                             





pengaturan dan cara penyelesaian yang telah diatur dan ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah besarnya tanggung 
jawab pelaku usaha atas kerugian dan kepalitan suatu usaha akan 
mempengarui besarnya tanggung jawab pelaku usaha yang harus diemban.50 
              Sebagai organ perseroan, direksi melakukan pengurusan atas kegiatan 
pengurusan perseroan untuk kepentingan dan mencapai tujuan perseroan serta 
mewakili perseroan dalam segala tindakannya, baik didalam maupun diluar 
pengadilan (persona standi in judicio). Dalam melaksanakan pengurusan 
perseroan tersebut, direksi bukan hanya bertanggung jawab terhadap 
perseroan dan para pemegang saham, melainkan juga kepada pihak (ketiga) 
yang mempunyai hubungan hukum dan terkait dengan perseroan, baik 
langsung maupun tidak langsung dengan perseroan. Sebagaimana halnya 
seorang pemegang kuasa yang melaksanakan kewajiban berdasarkan 
kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kuasa dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, Direksi (sebagai pemegang fiduciary duties dari 
shareholdes perseroan) bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan 
pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.  
             Selain itu, untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang diemban 
dengan itikad baik, sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh anggaran 
dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam 
kaitannya dengan pemenuhan hak-hak pekerja atau karyawan apabila terjadi 
kerugian atau kepailitan atau penutupan perusahaan, hak pekerja/buruh 
                                                             





dilakukan setelah hak-hak kreditur separitis telah dipenuhi.  
              Pekerja atau karyawan adalah merupakan kreditur preferen setelah 
biaya-biaya lelang, kewajiban-kewajiban kepada negara, biayabiaya 
penguburan, pengobatan, dan perawatan, semuanya telah dipenuhi Perseroan 
terbatas tidak dapat menghindari dijatuhkannya pidana.  
b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  
         Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan ketentuan baru 
dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam Undang-Undnag 
Nomor 1 Tahun 1995 perihal tanggung jawab sosial perusahaan ini belum 
diatur. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan 
untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi 
perseroan terbatas sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat. Landasan 
pemikiran diaturnya tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam 
UndangUndang Perseroan Terbatas, bertujuan mewujudkan pembangunan 
ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 
lingkunggan yang bermanfaat bagi perseroan terbatas itu sendiri, komunitas 
setempat dan masyarakat pada umumnya.51 
        Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan 
perseroan terbatas yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, 
nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa 
perseroan terbatas yang kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan 
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sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan. 
Untuk melaksanakan kewajiban perseroan terbatas tersebut, kegiatan 
tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan 
sebagai biaya perseroan terbatas yang dilaksanakan dengan memperhatikan 
kepatuhan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan 
perseroan terbatas.  
         Menurut Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, 
perseroan terbatas yang wajib mempunyai tanggung jawab sosial dan 
lingkungan adalah perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di 
bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan 
tanggung jawab sosial dan lingkungan.52  
         Perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang 
sumber daya alam adalah perseroan terbatas yang kegiatan usahanya 
mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan perseroan 
terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber 
daya alam adalah perseroan terbatas yang tidak mengelola dan tidak 
memanfaatkan sumber daya alam. Tetapi kegiatan usahanya berdampak pada 
fungsi kemampuan sumber daya alam.  
         Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan 
yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan 
budaya masyarakat setempat.  
        Tanggungjawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan 
                                                             





yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan terbatas yan 
pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 
Perseroan terbatas yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung sosial dan 
lingkungan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undnagan.  
Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa ketentuan lebih 
lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan 
peraturan pemerintah. Mengenai bentuk sanksi yang akan dikenakan terhadap 
perseroan yang tidak memenuhi kewajiban mengenai tanggung jawab sosial 
dan lingkungan akan diatur dalam peraturan pemerintah.  
         Sanksi yang diterapkan terhadap PT yang tidak mematuhi kewajiban 
tanggungjawab sosial  adalah a) Peringatan tertulis: b) Pembatasan kegiatan 
usaha; c) Pembekuan kegiatan dan/atau fasilitas pennaman modal, dan; d) 










                                                             












        Berdasarkan uraian dan penjelasan seluruh bab mengenai  tanggungjawab  
pendiri  perseroan terbatas selama akta pendirian dan anggaran dasar disahkan 
sebagai badan hukum, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Prosedur pengesahan PT sebagai badan hukum yang dimulai pendirian PT 
melalui mekanisme SABH yakni mencakup (a) permohonan pemesanan nama 
perseroan, (b) pembuatan akta pendirian PT. (c) Berdasarkan kuasa pendiri 
kepada Notaris sebagai pemohon, dilakukan pembayaran PNBP pengesahan dan 
BN/TBN. (d) notaris mengisi data PT dan menyampaikan kepada Kemkum dan 
HAM sesuai dengan format SABH secara elektronik. (e) dikeluarkan surat 
pernyataan elektronik tentang kebenaran data PT. (f) penerbitan SK pengesahan 
badan hukum oleh Menteri untuk selanjutnya dicetak sendiri oleh pemohon 
2. Tanggung jawab pendiri PT setelah akta pendirian dan anggaran dasar disahkan 
sebagai badan hukum pada dasarnya menyangkut dua hal yakni (a) tanggung 
jawab korporasi yang berbentuk perseroan terbatas yang merupakan subjek 
hukum berbadan hukum yang sering digunakan dalam dunia bisnis, pada 
prinsipnya pemegang saham (pemodal/owners) pada perseroan terbatas tidak 






masukkan dalam perseroan. (b) Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah 
komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi 
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang 
bermanfaat baik bagi perseroan terbatas sendiri, komunitas setempat, dan 
masyarakat.  
 
B. Saran  
1. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) selakun Kemenkum 
HAM perlu untuk  (a) melakukan peningkatan dalam pelayanan melalui SABH, 
setidaknya dapat menyederhanakan prosedur dan persyaratan pengesahan badan 
hukum PT., (b)  mudahkan dalam pengajuan pengkoreksian data perseroan yang 
telah terlanjur di sahkan Kemenkum HAM, (c)  peningkatan penyebaran jaringan 
internet merata di semua daerah di Indonesia dimana hal tersebut membantu 
Notaris yang ada untuk memudahkan dalam proses pelaksanaan SABH, (d)  
pengamanan program aplikasi SABH aman dari para hacker.  
2. Bagi aparat penegak hukum agar dapat membedakan perbuatan mana yang harus 
dipertanggung jawabkan oleh perseroan terbatas dan mana yang harus 
dipertanggung jawabkan oleh pendiri perseroan terbatas. Agar dalam sebuah 
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